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Penulisan skripsi ini dima sudkan untuk menghasilkan sebuah rekor‘nenda5| pelaksanaan kebijakan
retribusi terminal di Kotgf Slngkawang Judul ini diangkat berdasarkan p'er-‘ | asalahan pelaksanaan
retribusi terminal yang' “belum mencapai-target seperti yang telah ditetapkan béh.an kurun waktu 2009-
2011 justru merpalaml penurunan penerimaan. Penelitian ini ‘menggunakan jenis penelltlan deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah di terminal .Kota Singkawang dan subjek
penelitian adalah aparatur di Dinas Perhubungan, Komunikasi,dan Informatika.Kota Slngka,wang yang
terkait dengan pelaksanaan retribusi terminal, serta sopir selaku wajib retribusi. KeS|mputan dalam
penelltlan ini adalah masih kurangnya pemahaman para Wajlb retribusi terhadap eraturan retribusi .yang
dltetépkan fasilitas di terminal yang“belum, memadai, informasi yang masih minim. terkait petufjuk
pel ksanaan penarikan retribusi terminal; disposisi_para pelaksana kebijakan yang tidak diiringi dengan
gungjawab-yang baik, insentif yang kurang memadai; serta koordinasi antar  nit-unit blrokra5| *ang
maglh belum-eptimal. —
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KatiKunu implementasi kebijakan, komunlkasu[sun’berdaya disposisi, dan struktur birokrasi. r

s ki “
‘;', -lb\b"tﬁacj‘ '»‘;J

*

This research is intended to generate recommendations of implementation of terminal retnbutzon policy
in the Sln"gkawang City. The title was selected based on the implementation of the terminall retribution
problems that have not hit the-target as specified and even at 2009-2011 period the realization of revenues
has been decheased. This research uses descriptive study.with-aqualitative approach. The Ie‘Eatlon of this
research is in he terminals f Singkawang City and the subjects are'the apparatus in the/Department of
Transportation, xCommunlcatlon and, Information, that related “to “implementation Jjof the terminal
retribution, and th@ driver .ho required! to"pay retribution. The conclusion of t is ;fudy is the lack of
understanding in eaGQ persom who required to pay the retribution about the implementation of terminal
retribution policy, inadequate. facilities, lack of information about. the glidelines of the policy
implementation, dispositioni of the ~policy™implementerswho are not accompanied by a good
responsibilities, inadequate incentives, and coordination among bureaucratic units are still not optimal.

Keyword : implementation of public policy, communication, resources, disposition and bureaucracy
structure.
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian
Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia
menuntut kemandirian daerah untuk menggali dan
mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah ini dapat dlkap.l»sarf
merupakan peluang sekaligus ta tarlgan Peluang
bagi pemerintah daerah yang— “memiliki potensi
Sumber Daya Alam dan Sufﬁber Daya-Manusia.yang
memadai, sedangka}rr'bagl pemeri “tah daerah yang
mempunyai pot,eﬁ‘s’i Sumber Daya' lam dan Su'r'nber
Daya Manp5|a yang..- kurang memadai Justru
merupakan tantangan...
Maw‘salah yang  sering

pelaksanae’an otonomi daerah adalah prospek

keuangan il:iaerah dalam mem :iayai kegiatan

kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi- fungslg

pemerlntaharr' di  daerah. ‘ebab

muncul  dalam
T_(J‘iengan syarat
' dlaaksanakan secara tertib, taat pada pera*uran

Ljérucqjang undangan, efisien, ekonomis, Jﬂektlf,

semaklnu : gans*n‘aran dan bertanggung jawab.
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meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah,
hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah. Untuk meningkatkan
penerimaan atau sumber fiskal suatu daerah,

pemerlntah daerah harus memiliki kekuatan untuk
menar’lk p_ungutan baik itu berupa pajak maupun
retribusi, di sammnq peran pemerintah pusat dalam
membagl sekian peF%en penerlmaan pajaknya
dengan pemerintah daerah Kebljakan ini sesuai
dengan Pasal 66 ‘Undang-undang ijjor 33 tahun
2004 tentang Perimbangan Keuan“g'arl antara
Pemerin‘fah Pusat dan Pemerintah Daerah, y‘c\ng

menyebutkah bahwa sistem pengelolaan keuangan

v‘aerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu SeI,FdII’I

pengelola n keuangan harus

g L
menlngkatnyag.kegiatan pemerintahan daerah, maka - i L Upaya peningkatan PAD meliputi 'berbagal

biaya yang d?gerlukan demi kelancaran proses
pembangunan juda akan bertambah..Oleh karena itu
dibutuhkan Iangkaﬁ“q_angkah yang strategik,dalarh
rangka meningkatkah;'penerimaan daerah-melalui
sektor-sektor tertentu gﬁrLa memenuhi pembiayaan

kegiatan  pemerintahan "‘daeFahL,_ serta  untuk

meningkatkan kualitas pelayanan puinIZ-agar o

menciptakan tata pemerintahan yang baik (Good
Governance).

Salah satu upaya meningkatkan penerimaan
daerah adalah melalui peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan yang
dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam
rangka adalah

peningkatan ~ PAD dengan
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l!umber sumber PAD, salah s tunya melaldl retribusi

daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerlngdh Nomor

- 66- tahun 2011 tentang"Retribusi DgéFah retribusi

daerah adalah pungutan daerah sebagal pembayaran
atas jasa atau pemberian izi tertentu yang khusus
disediakan dan/atau dlberi‘kan oleh Pemerintah
daerah Untuk k kepentlngan orang lain atau badan.

Adapun salah satu sektor retribusi yang harus digali
potensinya adalah retribusi  jasa terminal. Oleh

karena itu, Pemerintah Kota  Singkawang
mengeluarkan kebijakan tentang Retribusi Terminal
ini melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.
Tujuan dikeluarkannya perda ini adalah sebagai

salah satu sumber keuangan pendapatan asli daerah
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dalam rangka untuk memantapkan otonomi daerah,
pembiayaan pemerintah, dan untuk menunjang
pembangunan daerah. Di samping itu, perda ini juga
dikeluarkan dalam rangka meningkatkan pelayanan
pada masyarakat guna mendukung penyelenggaraan
otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan
bertanggungjawab.

Dilihat dari kontribusi sektor jasa terminal

terhadap Pendapatan Asli Daerah kurun waktu 2009; E

2011, rata-rata penerimaan dari retrlbu;a lt*ermmal
belum mencapai target bahkan ,dat'r tahun ke tahun
mengalami penurunan. Ur}tﬂ'ﬁ lebih jelasnya dapat
dilihat dari tabel di b h ini.

Tabel 1.1
Target dan‘ReaIlsaS| Penerim:an Retrlbu5|
Te’rmlnal di-Kota Singkawang

&

Tahun lQTarget (Rp.)*=| Realisasi (+p.) Persen'tase .
2009 4'9.678.000,00 48.700.000,00 98,03 %
2010 4%678.000,00 42.250.000,00 85,05 % ‘
2011 60.'900.000,00 36.900.000,00 61,50% "
T Rata-rata 8152% ||
Sumber : Dinaé'.'uPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kota Singkawang 2011
%
u
Berdasarkah data di atas, ‘dapat disimpulkan
&
bahwa penerimaan Y'etrlbu5| terminal di Kota
Singkawang kurun Waktu 2009- 2011 tidak “pernah

mencapai target bahkan » cender ng mengalami

penurunan. Pada tahun 2009 dan “010;.penerimaan

yang ditargetkan bersifat tetap,
Rp.49.678.000,00,

mengalami

yakni sebesar

namun realisasinya  justru

penurunan. Pada tahun selanjutnya
ditetapkan target yang lebih besar dibanding tahun
bahwa

sebelumnya, hal ini mengindikasikan

sebenarnya prospek penerimaan dari sektor terminal

ini terbilang baik sehingga dilakukan upaya
peningkatan dengan jalan menaikkan target
Melya Astriani
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penerimaan dengan mempertimbangkan potensi
yang ada, hamun realisasi penerimaan di tahun 2011
justru lebih rendah dari target yang ditetapkan di
tahun bersangkutan, bahkan di tahun sebelumnya,
yaitu sebesar Rp.36.900.000,00 atau sekitar 61,50%
dari target yang ditetapkan.

Seiring dikeluarkannya Perda No. 4 Tahun
2008 tentang Retribusi Terminal, pemerintah daerah
" telahs bgrupaya penuh menentukan langkah strategis
dalam menﬂ'igka,tkan penerimaan melalui retribusi
terminal ini. Berdasat‘kan data dari Dishubkominfo
Kota Singkawang, jumlah Pt'msahaan Otobus (PO)
yang ada di Singkawang sebanyak ‘}8 perusahaan
didukung.,- 281 unit
melayar)i' 6 trayek dalam kotadan 12 tré&élg_antar
kota. ."Untu_k trayek dala ' kota- dilayani ":;123

armada/kendé?a@-nv untuk

> Eé‘n'daraan”. dan trayek luar kota: dilayani }E158
rﬁ@ndaraan Adapun jenis kendaraan meliputi i bis

perjumlah 38 armada, minibis berjumlah 120 v

;\ dan oplet berjumlah 23 armada. Sedangkan
sa‘ ya tarif retribusi terminal sesuai dengaﬁ Perda

‘No# Tahun 2008 pasal 4 ayat (3), yakm,' sebagal

erikut J
a. “Angkutan penumpang J
4
) Jenis Angkutan ‘Ka'p‘ﬁéitast mpat |4 Tarif/kali
= duduk [ masuk terminal
! F
Mobil ’
Penumpang 1s/d BTDQ{ Rp. 500,-
Bus Kecil _9-s/d"T6 orang Rp. 1.500,-
BIE'S‘edang 17 s/d 28 orang Rp. 2.000,-
Bus Besar > 28 orang Rp. 2.500,-

b. Angkutan barang

Jenis Angkutan Tarlf/kal! masuk
terminal
Mobil truck / pick up Rp. 2.000,-
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Berdasarkan pre survey yang dilakukan oleh

peneliti bahwa dalam pelaksanaan penarikan
retribusi terminal di Kota Singkawang, terdapat

fenomena-fenomena yang kemungkinan menjadi
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Rumusan masalah penelitian ini adalah :
“Mengapa implementasi Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal di Kota

Singkawang belum berhasil?”

penyebab Kketidakberhasilan implementasi perda 3. Tujuan Penelitian

terkait retribusi terminal ini. Adapun fenomena- Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

fenomena tersebut antara lain : kondisi terminal a. Mendeskripsikan komunikasi dalam
T

yang kurang baik dilihat dari sarana dan prasaran& -
penunjang yang belum memadai, terdapatpya‘oknum
dari wajib retribusi yang tida f‘,.— mengmdahkan
kewajibannya dalam membayar retribusi serta
kurangnya responmtpﬁty dari para pelaksana di
lapangan sepertl tidak dlgunakannya karcis sebagal
bukti pembaya‘ran retribusi.
Berefnjak dari hal hal yang duabarkan oleh
peneliti, d*apat dipahami bahwa
Nomor 4 !’ahun 2008 tentang Retribusi Terminal‘di
Kota  Sipgkawang optimal
mplementimya Karena semenjak dlkeluarkannya J

perda terselut seharusnya penerimaan retrlbu3|‘

i
belum dalam |

TI

h’ ;}‘anfaat Penelitian

“w.implementasi Peraturan Daerah Nomor 4
T;hUn‘ZOQB di Kota Singkawang.

b. Mendesknpyké‘m

implementasi Peraturan.Qaerah Nomor 4
Tahun 2008 di Kota Singlzé’\maqg.

sumber daya dalam

c. Mendeskripsikan disposis'i“'n, dalam
im'plementasi Peraturan;Daerah Nombr.,4

,Tahun'2008 di Kota Singkawang.

eraturan Daerah i 'd Mendeskrlp5|kan struktur _birokrasi dal,am

|mplementa5| Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2008 di Kota Singkawang. V

f
‘i
4

J

I'

terminal dagat mengalami  peningkatan danm l" 2, ¢ “*Manfaat penelitian ini adalah sebagal'berlkut

memberikan koptrlbu5| yang optimal terhadap PAD
Kota Slngkawang_ namun fenomena yang terjadi

justru bertolakbelattieng Hal ini diyakini penehtl
faktor-faktor yang

N
mempengaruhinya. Untuk itu peneliti berupaya

terjadi  dikarenakany, ada

untuk mengetahui dan ﬁﬁmgapalisis lebih lanjut

mengapa Peraturan Daerah Nomo~r'-4‘T5hun'200L S—-—

tentang Retribusi Terminal di Kota Singkawang
belum berhasil dalam implementasinya. Sehingga
judul penelitian ini adalah “Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi
Terminal di Kota Singkawang.”

2.  Rumusan Permasalahan

Melya Astriani
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‘1 a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini bermanfaat sebgéai media

apat bgﬁéuna dalam

__aplikasi. teori, yang
mengembangkan—penget huan Flan pengalaman
; peneliti..” “Selain” itu, pepélltlan ini  juga

bermanfaat untuk me ’Jgdllbahan pengkajian dan
pengembarigan |Imu pemerintahan, khususnya
disiplin ilmu administrasi negara. Di samping
itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi bagi penelitian selanjutnya
b. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini bermanfaat
sebagai solusi dari masalah yang dihadapi

pemerintah, khususnya terkait dengan
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efektivitas Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2008 di Kota Singkawang.

implementasi

Hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai

bahan masukan bagi Pemerintah  Kota

Singkawang agar dapat mengoptimalkan

pelaksanaan retribusi terminal dalam rangka

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. KERANGKA TEORI DAN ""ETODOLOGI o

Kerangka Teori "Jr"
Penggunaan istilah kebijaka ptrbﬁ'lzbleh para

ahli  sangat Meﬁ'ﬁt Dye (dalam

Subarsono, 2006:2) kepﬁakan publik adalahapapun

pilihan pemermtah' untuk melakukan atau tldak

beragam.

melakukan. Ar'tlnya kebijakan ublik mengarah

pada plllhaﬂ plllhan pilihan yan dilakukan oleh

untuk mélakukan se iuatu atau ‘tidak.

pemerlnt
melakukan sesuatu. Misalnya yang berkaitan dengan
penelitian § ini, untuk

membuat sﬁitu kebijakan atau tidak membuat

ada pilihan pemerintah

kebijakan te tang penarikan retribusi terminal di 4“

Kota Slngkawang

Menuru"h Anderson  (dalam  Subarsono,
2006:2) kebijal?an publik sebagai kebijakan-yang
ditetapkan oleh bgﬂan badan dan-aparat pemerintah
Badan-badan dan abarat yang adai Indonesra ialah
berada pada pemerertah pusat dan pemerintah
daerah, yakni terdapat pada level kementerian
hingga level pemerintahan d‘és—é. ‘Sedangkan, menurut
Easton (dalam Islamy, 2003:19) kebijakan publik
dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai
secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

Carl Friedrich (dalam Leo Agustino, 2008:7)
“Kebijakan publik adalah

serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh

mengatakan bahwa:

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-

Melya Astriani
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s pekerjaan- pemeﬁntﬁh‘x)}-ang
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hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-

kemungkinan  (kesempatan-kesempatan) dimana

kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam
mengatasinya yang
dimaksud”.

Menurut Dunn (2003:22) proses pembuatan

untuk  mencapai tujuan

kebijakan merupakan serangkaian tahap yang saling
bergantung yang diatur menurut urutan waktu:
pén'yusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi
kebljakan |mpllg£‘nenta5| ke ‘ijakan, dan penilaian
kebijakan. Dari serénhg‘kaian tersebut, pada penelitian
ini peneliti lebih mengarah pr'd‘ tahap implementasi

kebl Jakqn

tindakan—'gindakan yang dila, ukan oleﬁ*fpemerintah

kebijakan. Implementasi merupakan
untuk méncapai tujuan yang telah di tetapké'n.,dalam
suatu keputusan kebijakan. 'kan_tetapi pemeFi’ntah
“dalam mémbuat kebijakan juga .harus men | aji

, sterlebin dahulu apakah ke ijakan tersebut ;k apat
H mlemberlkan dampak yang buruk -atal tldakrbagl

o

a;akat Hal tersebut bertujuan” agar ,.suatu

an tidak bertentangan dengan masyarakat

'm. l' alag‘isampal merugikan masyarakat. ,"

;,‘ Pandangan Van Meter dan Van qun bahwa

>

implementasi merupakan tindakan oIeJn individu,
pejabat, ~kelompok  badan pemerlntahJ!atau swasta
yang diarahkan pad—a t—ércapalnya tu;éjan—tuwan yang
telah digariskan; dalam suatwkeputusan tertentu.

Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-
/ embawa dampak pada
warga negaranya. Namun dalam prakteknya badan-
badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-
pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang,
sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk
memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa
yang seharusnya tidak dilakukan. Mazmanian dan

Sabatier (dalam Wahab, 2004:68) mengatakan
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bahwa “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan
kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-
undang, namun dapat pula berbentuk perintah-
perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang
penting atau keputusan badan peradilan”.
Implementasi menurut Mazmanian dan
Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar

berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah
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diteorikan oleh George C. Edward 111 (1980) (dalam
Nugroho, 2008:447, Widodo, 2008:96-110, dan
Agustino 2006: 149-154), terdapat empat variabel
yang sangat menentukan keberhasilan suatu
kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi
dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Dalam Winarno (2007:175-177), Edwards

atau keputusan-keputusan yang pemting atau sepert} il m’émbahas tlga hal penting dalam proses komunikasi
keputusan badan peradilan. Proses |mple;gen‘ta5| ini kebljakan ML . trans isi, Kkonsistensi dan
berlangsung setelah melalui fjejumlah tahapan kejelasan. Menurut LEUWQI:dS, persyaratan pertama
tertentu seperti tahapan pengesaha undang- undang,

bentuk

bagi implementasi kebijak;r'ryang efektif adalah

kemudian output w"kebl jakan " dalam bahwa mereka yang melaksanakéﬁ‘lgeputusan harus

pelaksanaan keput”usan dan«seterusnya sampais mengetahui apa yang ha us-mereka Ié‘t(ul_(an.

'hp')‘e.(intah-
perintah harus diteruskan kepada personil yang fépat

perbaikan kej;ﬂjakan yang bersangkutan. Sementara Keputusén—keputusan
(2006:139),

kebuakan!" menyangkut tiga hal yaitu: (1) adhnya‘

kebijakan dan
menurut *Agustlno 1mp1em§:ntas1
“sebelum képutusan—keputusan itu dapat diikuti. Jika
tujuan ata!u sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas
atau kegia' n pencapaian tujuan; dan (3) adanya
hasil kegi:in

gbijakaﬁ -kebijakan  ingin dllmplementailkan

m se‘)agalmana mestinya, maka petunjuk- petunjul?
L Ialé'ganaan tidak hanya harus dipahami, melalnkan

Menurut uraian di atas, implementasi |tu‘ ‘Jpetunjuk petunjuk itu harus Jelasd Jika

merupakan thdakan -tindakan yang dilakukan olehm l rpen.mgak petunjuk pelaksanaan itu tidak Jelas maka

pemerintah untv;k mencapai tujuanyang telah di
tetapkan dalam""sguatu keputusan kebijakan. Akan
tetapi pemerintah'm“qfllam membuat kebijakan juga
harus mengkaji terleblh dahulu apakah kebuakan
tersebut dapat memberlkan dampak yang'buruk atau
tidak bagi masyarakat, Haktgjgebut bertujuan agar
suatu  kebijakan  tidak  bertentar
masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.
Keberhasilan dari implementasi  sebuah
kebijakan sangat ditentukan oleh faktor-faktor atau
variabel yang mempengaruhinya. Model
implementasi yang dikembangkan oleh George C.
Edward I1l disebut dengan Direct and Indirect

Impact of Implementation. Dalam penekatan yang
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*ara pelaksana atau implementor akan mengalaml
keblngungan tentang apa Yyang haws mereka

_ lakukan.~Aspek  lain dari komunlkas.rrr menyangkut

petunjuk-petunjuk pelaksan an a'dalah persoalan
konsistensi. Keputusan—keputusapr’ilang bertentangan

akan memblngungkan da,n*'g menghalangi  staf

tidak  bertentangai™ “denganss.administratif-dah menghambat kemampuan mereka

secara efektif.
2. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya
dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik.
Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat

sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan baik
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dan rapi, yaitu staf, informasi, wewenang dan
fasilitas.
3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan
adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan
mengenai implementasi suatu kebijakan. Suatu
disposisi dalam implementasi kebijakan berupa

sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan,

seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerd}i}_gn:'-’”

137:2007)" Jika
implementasi suatu kebijakan ir]gjnfé?ektif maka

dan sifat demokratis (Nawawi,

para pelaksana kebljakan' “tidak hanya “harus
mengetahui apa yarqg"'akan dilakukan® tetapi juga
harus mem|I|k| kemauan untuk melaksanakannya
Hal-hal pentuﬁg yang perlu dicermati pada variabel
disposisi adalah pengangkatan biro :rat dan msentlf
4, Struktu‘ Birokrasi
Walaupun

meIaksana&:n suatu kebijakan tersedia, atau para

sumber-sumber untuk

pelaksana

dilakukan ‘dan mempunyai  keinginan untuk“‘

> geﬁarikan i kesimpulan/verifikasi.,

bijakan mengetahui a :a yang harusnya J
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melakukan penelitian  pendahuluan, membuat
rencana penelitian, pengambilan data primer dan
sekunder, menganalisis data  yang diperoleh dan
menyusun  skripsi. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara, teknik observasi,
dan teknik studi dokumentasi. Lokasi penelitian
adalah pada tiap-tiap terminal di Kota Singkawang
dan subjek penelitian adalah aparatur di Dinas
ﬁérhubyxngan, Komunikasi dan Informatika Kota
Singkaw;ﬁé“‘yarlg terkait dengan pelaksanaan
retribusi terminal meTi'puIi' Kepala dinas, Kepala
bidang perhubungan darat, . 4<epala sarana dan
prasarana perhubungan darat, dan pet‘lﬂgas pelaksana
di termina}l serta sopir selaku-wajib retribus_i.

Téknik analisis data yang digunakéha.,Eialam
penelitian adalah reduksi data, penyajian data;"dan

\
Terjadi secara

T=b3rsamaan berarti reduksi data, penyajlan data,ndan

|‘ pJnarlkan kesimpulan/verifikasi sebagal sesuai}u

My]a g%alln menjalin merupakan preses S|klus dan
ter

tif pada saat sebelum, selama, dan sesudah

melaksanakanesuatu kebijakan, tetapi kemungklnam'& l:pengumpulan data dalam bentuk sejaja,r untuk

kebijakan tersgbut tidak dapat terlaksana atau
terealisasi masiﬁ“{etap ada karena terdapatnya
Ada dua

karakteristik utama ‘@ari struktur birokrasi,' yakni

kelemahan dalar’r{""struktur birokrasi.

’ﬁ 5
prosedur-prosedur kerjajukuran-ukuran dasar atau
sering  disebut sebagafi".,gtan ard Operating

Procedures (SOP) dan fragmentas:i-.—'— T —

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah
deskriptif dengan paradigma kualitatif. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan

melalui  langkah-langkah  penelitian  seperti:
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‘nembangun wawasan  umum yang, disebut
v\' ..
“analisis”. J

¥

'y

“C. HASIL PENE‘LI"F.I'AN DAN P?I'VIBAHASAN

1. =Hasil Penelitian.dan Pembafr)é’san
Implementasi Peraturan)l;:féerah Nomor 4
Tahun 2008 Tentang Retfibusi Terminal di Kota

-—

Singkawang belum optimal dalam pelaksanaannya
karena disebabkan oleh beberapa faktor yang
mempengaruhi implementasi  kebijakan tersebut,
yang meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi,
dan struktur birokrasi.
a. Komunikasi

Upaya mensosialisasikan isi peraturan daerah
tentang retribusi terminal telah dilakukan oleh
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di

antaranya melalui media massa, mobil keliling, serta

Dishubkominfo  melalui berbagai media,

dengan terjun langsung ke masyarakat. Upaya
sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada sopir
angkutan umum dilaksanakan oleh petugas terminal
selaku pihak yang secara langsung berhubungan
dengan sopir angkutan umum. Hal ini menunjukkan
upaya yang
terkandung di dalam perda tersebut sudah terbllan_g =

bahwa mentransmisikan  pesan
baik serta penyampaiannya juga terlakgana secara
Kendati yang

disosialisasikan tersebut masfh belum sepenuhnya

konsisten. demlklam perda
dipahami oleh beber@p’é implementor "maupun

masyarakat. Hal* ini terjadi™ karena kurangnya

kejelasan da.ri perda - tersebut terkait petunjuk
pelaksanaﬁh yang seharusnya menjadi pedoman bagi
para petuQas terminal.dalam menjalankan tugasnya. '
b. Sumbef Daya

Imp' mentasi perda tentang retribusi terminal |
di Kota Siggkawang ini harus :idukung denganJ
tersedianya sumber daya manusi ; yang memadall
baik itu dl|lhg.t dari kuantitas ma,pun kualltasnya'a'l.'
Jumlah person‘ii yang bertugas di tiga terminal di
Kota Slngkawan.‘g sudah cukup ~ 1emadai, hamum
pemahaman para éqeratur tersebut terhadap tugas
karena

yang dilaksanakan % cenderung sempit,

* .
informasi yang didapat ha;\nya se :atas arahan dari
atasan dan mengandalkan bmgaja fan saja. Padahal

di
pengembangan

banyak diklat-diklat seperti -Iat‘p'e‘ngE‘rolaaas— —

terminal sebagai sumber daya

aparatur, namun belum pernah satupun dari para

personil diikutsertakan dalam diklat tersebut.
Informasi juga menjadi salah satu aspek yang

sangat penting dalam sumber daya, namun

kenyataan di lapangan informasi terkait perda

tentang retribusi terminal tersebut belum memadai.
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Selama ini para petugas hanya berbekal pengalaman
dari petugas sebelumnya dalam melaksanakan
tugasnya. Padahal setidaknya secara tertulis harus
ada petunjuk pelaksanaan tentang penarikan retribusi
tersebut. Hal ini sangat penting, sebab juklak
merupakan dasar para implementor dalam
memberikan pemahaman bagaimana teknis dalam
melaksanakan kebijakan tersebut. Sumber daya lain
§/a'n‘g=..pgrpengaruh terhadapr implementasi perda
tentang r(‘efﬁbusi-:@rminal adalah fasilitas. Kondisi
terminal di Kota SirT’g‘kayyang yakni di terminal
pasiran, fasilitas yang terséEﬁa-sydah memadai
namun bertolak belakang dengan--lien‘disi di terminal
beringin dan  terminal alianye;ﬁg:.,. Kurang
memadafnya fasilitas di terminal beringin d'i'i'rhgt dari

areal 'yang “sempit dan tidak ..memadai U'htuk

» di;adlkan Iahan parkir kendaraan. Kondisi jalan ¥ang

r:FEBak dan bangunan yang kurang Iayak dlgunakan

() | Disposisi /

gPetugas yang bertugas di terminal jsudah
El]emlﬂlkl kemauan dan komitmen tdrhadap

|H;upcﬁi’smya masing-masing hamun terkadang muncul

’(endala apabila berhadapan dengan SOpIP Kendala

ini muncul manakala ditemukan oknury dari wajib

- retribusi “yang tidak bersedia membiyar retribusi.

Meskipun sudah diatur dala perda nomor 4 tahun
2008 terkait kewajiban membayai retribusi, para

aparatur yang bertugas tidak m‘ampu untuk memaksa
oknum=eknim tersebut dalam membayar
kewajibannya, langkah yang selama ini dilakukan
hanya pada tahap pendekatan saja. Selain itu, aspek
kejujuran para staf yang bertugas dalam menarik
retribusi terminal, masih dirasakan kurang. Terutama
ketika ada oknum petugas yang tidak mencatat sopir
yang melakukan pembayaran retribusi. Insentif yang

diberikan kepada petugas dalam implementasi perda

Page 495



terkait retribusi terminal ini memang tidak tersedia,
selain terkendala oleh anggaran, ketidaktersediaan
insentif juga disebabkan tidak tercapainya target
penerimaan retribusi terminal. Tidak tersedianya
insentif dapat menyebabkan kurangnya motivasi
dari para pelaksana kebijakan untuk menjalankan
perintah dengan baik.
d. Struktur Birokrasi

Koordinasi yang dilakukan: antar unit- unJ};-
birokrasi dalam rangka implementasi perq.a nbmor 4
tahun 2008 tentang retribusi tergunaf d| Kota
Singkawang tidak hanya drlakukan secara, intérnal
unlteuﬁlt di  dalam
melainkan juga seéara eksternal. * Secara internal,

yakni antara organisasi,
koordinasi teﬁtang masalah™termi ‘al ini dilakukan
oleh Kepa]é Dlshubkomlnfo terhadap Kepala Bldang
Perhubungan ~ yang

berjenjanQ kepada Kepala Seksi

Darat kemudian seqara

Sarana dan

Prasarana Darat serta kepada staf yang bertugas di
terminal.

kepada para’ soplr angkutan umum yang merupakan ‘l

pihak yang tl(iak dapat dipisahkan dari pelaksanaam". l'

peraturan daerah ini.

Selanjutn;‘ia, pihak dish bkominfo juga
berkoordinasi denda[l dinas-dinas lain yang memiliki
peran penting dalam pelaksan :an perda agar
mencapai tujuan yang dlharapkan sepertl » Dinas

PU, Satpol PP dan DPPKAD Adapun koordinasi

i

lain itu juga dilakukan koordlnaS|J

terbuang sia-sia. J

_ 3. _Apresiasi . Jz
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lapangan, koordinasi yang dilakukan keduanya
belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari
karcis yang tersedia di pos terminal mengalami

kekurangan namun dari pihak dishubominfo tidak
segera menginformasikan hal tersebut

DPPKAD.

kepada

2. Keterbatasan Studi

- Penulls menyadari bahwa hasil dari penelitian
ini belum se?ﬂpuma karena dalam pelaksanaannya,
dlhad‘a‘pkan pada
keterbatasan. Yang pertar?i“-ﬁgdalah keterbatasan

penelitian  ini berbagai
waktu penelitian, ,yaitu,hanya sé.IZit:a‘r tiga minggu.
Padahal uptuk penelitian metode kualﬁ‘at[_f, pada

dasarnya"'tiga minggu merupakan waktu yaﬁg§angat

singkat meskipun akhirnya informasi yang dipe.r'oleh

—dari berbagal narasumber dirasakan.cukup untul;
1=menye|esa|kan skripsi ini. K ‘ndisi cuaca yang Bldak
|‘ da‘pat diprediksi dan berubah sewaktu- Waktuu juga

dl kendala dalam penelitian ini, sebab Jcuaca
ng‘ buruk menyebabkan penulis tidak dapaﬁ turun

_Ln\nam sehingga waktu yang tersedia ,"r'nenjadi

Saya mengucapkan terlmaﬂkasm sebesar-
besarnya “kepada " Pemerint h Kota Singkawang

khususnya Kepala Dlnas Perhtjbungan Komunikasi

yang dilakukan dengan dinas PU adalih—terkaitedan -Informatika Kota Singkawang dan para staf

masalah sarana dan prasarana, khususnya fasilitas di
terminal termasuk jalan. Koordinasi dishubkominfo
dengan DPPKAD misalnya, yang terkait masalah
karcis sebagai bukti setoran retribusi. Bahwa karcis
tersebut dibuat oleh DPPKAD dan diserahkan
kepada Dishubkominfo untuk dipergunakan sebagai

tanda atau bukti pembayaran. Namun kenyataan di

Melya Astriani
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yang bertugas serta sopir angkutan umum di Kota
Singkawang yang telah bersedia memberikan izin
dan bantuan kepada saya dalam melakukan

penelitian.
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